PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

TENTANG

NO PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
MOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Mrnimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

. Sanwa drngan wink diundangkannyn Peraturan Dacrah Nomor

17 Tahun 2014 [manna Perubahan Kedua Aces Pennumn
Dacron Kota Bannniziru Humor 10 Tuhun 2008 tentang
Pembentukan, Orymnisasi don Into Kerja Sekretariat Dnerith
dan Dcwan Perwakilan Rakyat Darrah Kota Banjarbaru
(Lemtmran Dacron Kota Banjarbaru Tabun 2014 Humor 17),
pettu dilakukan penyesuoian dan perubahan terhadap butas
jumlob uattg persedittan turtuan keno perangkut (Introit Tahun
Anggaran 2015;

. bahwa berdasarlum pertunbangan sebagaimana dimaksud

daktm huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota
Banjarbant tentang Perubahun Atas Peraturim Walikom
Banjarbaru Namur I Tabun 2015 tcntatig Batas Junilali Uang
Penniman Bahian Kenn Prrangkat Data), Tahun Anggnran

2015;

. Undstng-Undung Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kotamadya Diterah Tingkiet II Banjarbani (Lamborn Regan;
Republik Indonesia Tahun 1999 Noma: 43, T....bahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nnrnnr 3822);

Undang-Undang Humor 17 Tabun 2003 tentang Kett/mann
&tam (Lembaran Negarit Republik Indonesia Tabun 2003
Humor 47, Tamhtthan Lernbaran Nrgara Republik Indonesia
Humor 4286);

Undang-Undung Romer I Tahun 2004 teeming Perbendaharitan
Nrgara (Lembann Negate. Republik Indonesia Tahun 2004
Homer 5, Turnbahan Lembo:an Negura Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Humor 15 Tahun 2004 ientang Pemeriksmin
Petigelolaan dan Tonggung Jawab Keuangan Regan (Lriabartat
Regan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambithan
Ltrobaran Nrgara Republik Indonesia Homer 4400);

Undang-Undang Namur 25 Tabun 2004 tcittang Sisieirt
Pertmennaan Pembangunim Nasinnal (Lembanth Regan
Republik Indonesia Tahun 2004 Homer 104, Timbalmit
Lembamn Negant Republik Indonesia Humor 4421);



10.

I1.

12.

13.

14.

15.

UndangeUndang Nomor 28 Tabun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang
Perubahan Kedua /Vas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Megan Republik Indonesia Nomor 4502);

Pcraturan Pemerintah Nomor 55 Tabun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Megan Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005 tentang Sistcm
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Megan Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Mae Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penernpan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pcmcrunah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kincrja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Namur 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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16. Peraturan Pemcrintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 5219);

17. Peraturun Pernerinuth Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

18. Pemturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tcntang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Datum Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Baits Ncgara Republik
Indonesia Tabun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
Mai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Namur 30
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Bernal Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2015 (Bents Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 680);

MEMUTUSKAN:

Menctapkan PERATURAN WALIKOTA KOTA BANJARBARU TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR
1 TAHUN 2015 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal |

Kctentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor | Tahun 2015
tentang Batas Jumlah Uang Pcrscdiaan Satuan Kerja Pcrangkat Daerah Tahun
Anggaran 2015 diubah sebagai berikut

Sctelah nomor 38 disisipkan 3 nomor, yaitu nomor 38a yang memuat batas jumlah
uang pada Raglan Keuangan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga
puluh dua juta rupiah), nomor 38b yang memuat batas jumlah wing pada Ragan
Pengatlaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sebesar Rp. 63.000.000,- (enam
puluh tiga juta rupiah) dan nomor 38c yang memuat barns jumlah uang pada Regain
Pertanahan Sckretariat Daerah sebesar Rp. 175.000.000,¢ (seratus tujuh puluh lima
juts rupiah) selanjutnya untuk nomor berikutnya menyesuaikan schingga secara
kesclurahan berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
hagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.
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